
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Meriteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

l 73/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

. Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Negara/Lernbaga, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan 
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian 

Pertanian Tahun Anggaran 2019; 

MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

l\' ~ ngingat 

M .nirnbang 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018. 

TENT ANG 

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN 

BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTE~IAN PERTANIAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 

MENTERI PERTANJAN 
HRPUBLIK INDONESIA 

) 
» 



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5433); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6263); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

·- 

- 2 - 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423); 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148); 

17. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 225); 

18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

' - 
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19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
ten tang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pernanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara; 

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05 /2007 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ 

OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07 /2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 156/PMK.07 /2008 tentang Pedoman Pengelolaan 
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 
tentang Pengukuran clan Evaluasi Kinerja atas 
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 938); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1191); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.05/2013 
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 
Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 
Belanj a Negara; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/ 2013 
tentang Bagan Akun Standar (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 

- 
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168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1745); 

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 /Permentan/ 
RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
42/Permentan/RC.020/ 11/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ 
RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Pertanian Tahun 2015-2019; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1018); 

31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ 
RC.120/ 12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada 
Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung 
Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian 

Pertanian; 
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ 

RC.130/ 12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur 
dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab 
Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi; 

·- 

Keuangan Nomor Menteri Peraturan atas 

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1243); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nornor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan 
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pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau 

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 

3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah 

Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang 

selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan 

2. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak 

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat 

atau lembaga pemerintah/non pemerintah. 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN 

PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ 

RC.130/ 12/2016 tentang Penugasan kepada 

Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan 

Tanggung Jawab Pengelolaan Togas Pembantuan 

Kabupaten/Kota; 
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sumber daya tersebut sebagai masukan untuk 
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa. 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung 
jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian 
Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang· selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian 
Negara/lembaga yang bersangkutan. 

kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan 
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana 
Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan 
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan 
dengan DIPA adalah suatu dokumen · pelaksanaan 
anggaran yang dibuat oleh menteri/ pimpinan lembaga 
serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi 

sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta 
dokumen pendukung kegiatan akutansi Pemerintah. 

6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 

- atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi 
Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran · dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
Pemerintah. 

7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan 
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pasa suatu Program yang 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
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10. Pejabat Pembuat Komitrnen yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
11. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas 
Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani 
Surat Perintah Membayar (SPM). 

12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas 

untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, 
dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga 
atau barang-barang negara. 

13. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP 
adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat­ 
surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN 

oleh kementerian Negara/ Lembaga dan atau satuan 
kerja selaku PA/ KPA. 

14. Pembukuan adalah Kegiatan pencatatan baik penerimaan 
maupun pengeluaran uang dan/atau barang. 

15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
Kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM. 

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau 
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

1 7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 
oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan 
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 

- 
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18. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan 
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup 
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang 
dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah. 

19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
Togas Pembantuan. 

20. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 

21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar 
pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/ 

pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh 
pergantian. 

22. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun 
dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan 

perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta 

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan 
pemerintah pusat. 

23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan 
· barang milik negara/ daerah sebagai tindak lanjut dari 
penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. 

24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
negara/ daerah dari daftar barang dengan menerbitkan 
surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna 
barang dan/ atau pengelola barang dari tanggungjawab 
adrninistrasi clan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaannya. 

·__. 

- 9 - 



pemeliharaan. 
27. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan 

antara pengelola Bantuan Pemerintah lingkup 

Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provmsi, 

dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa. 

28. Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa 
dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau 

diawasi sendiri oleh K/L/D/1 sebagai penanggung jawab 
anggaran, instansi pemerintah lain dan/ a tau kelompok 

masyarakat. 
29. Pembinaan adalah proses, pernbuatan, pembaharuan, 

usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara 
berdaya guna dan berhasil guna. 

30. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan untuk 
memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai 

yang direncanakan. 
31. Pemantauan adalah Kegiatan memantau perkembangan 

pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau 
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini 

mungkin. 
32. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan 

realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil 
( outcome) terhadap rencana dan standar yang telah 

ditetapkan. 
33. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu 

Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan 
sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang 

direncanakan. 

partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan 
menyertakan 
penyelenggaraan 

25. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 
Kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang 
yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

26. Pemberdayaan Masyarakat adalah Kegiatan yang 

- 10 - 



Pasal 5 
(1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, 

barang, dan/ atau jasa. 

BAB II 
PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH 

f. Pembinaan dan Pengendalian; dan 
g. Pemantauan, Evaluasi dan .pelaporan. 

Bantuan d. mekanisme pencairan dan penyaluran 

Pemerintah; 
e. petunjuk teknis dan sosialisasi Bantuan Pemerintah; 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 
a. penggunaan Bantuan Pemerintah; 
b. Program, Kegiatan, clan output Kegiatan Bantuan 

Pemerintah; 
c. penerima Bantuan Pemerintah; 

-- 
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, 

transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan 
Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian; dan 
menjabarkan Program pembangunan pertanian ke dalam 
Kegiatan operasional yang dapat dibiayai dari Bantuan 

Pemerintah. 

d. 

Pasal 3 

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk: 
a. meningkatkan pemahaman perencana, pelaksana, dan 

evaluator dalam menjalankan tugasnya; 
b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan 

serta anggaran pembangunan pertanian antar pusat, 

antara pusat dan daerah maupun antar subsektor; 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam 

pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Bantuan 

Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. 
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e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana 

pertanian; 

f. penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri 

berkelanjutan; 

perkebunan komoditas produksi c. peningkatan 

berkelanjutan; 

d. pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis 

peternakan rakyat; 

tanaman pangan; 

b. peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura; 

Pasal 8 

Program Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 meliputi: 

a. peningkatan produksi, produktivitas, clan mutu basil 

--· 

Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program, 

Kegiatan, dan output Kegiatan. 

Pasal 7 

BAB III 

PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUTKEGIATAN 

Pasal 6 

Penggunaan Bantuan Pemerintah tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

bangunan;dan 

f. ban tuan lainnya yang memiliki karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. 

gedung/ 

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) meliputi: 

a. pemberian penghargaan; 

b. beasiswa; 

c. bantuan operasional; 

d. bantuan sarana/prasarana; 

e. bantuan rehabilitasi/ pembangunan 
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Pasal9 
Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 meliputi: 
a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang clan Umbi, 

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Pengelolaan 
Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Penguatan 
Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT clan 
DPI, Dukungan Manajemen clan Teknis Lainnya, serta 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; 

b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, 
Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Pengembangan 
Sistem Perbenihan Hortikultura, serta Pengembangan 
Sistem Perlindungan Hortikultura; 

c. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar, 
Dukungan Perlindungan Perkebunan, Dukungan 
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Dukungan 
Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan 
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, Pengembangan 
Tanaman Semusim dan Rempah, Dukungan Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Perkebunan, serta Dukungan 
Perbenihan Tanaman Perkebunan; 

d. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan 
Penanggulangan Penyakit, Penyediaan Benih dan Bibit 
Serta Peningkatan Produksi, Peningkatan Pemenuhan 
Persyaratan Prociuk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, 
Utuh dan Halal), serta Pengembangan Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Ternak; 

e. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian, Perluasan Areal dan 
Pengelolaan Lahan, Pengelolaan Sistem Penyediaan clan 
Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitasi Pembiayaan 
Pertanian, serta Pilot Percontohan Pengembangan 
Prasarana dan Sarana Pertanian; 

·-· 

g. peningkatan penyuluhan clan pelatihan pertanian; 
h. pendidikan pertanian; dan 
1. peningkatan diversifikasi clan ketahanan pangan 

masyarakat. 
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Pasal 10 

Output Kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme 

Bantuan Pemerintah meliputi: 

a. fasilitasi: 
1. penerapan budidaya kedelai; 

2. penerapan budidaya ubikayu; 
3. penerapan budidaya kacang hijau; 

4. penerapan budidaya ubi jalar; 
5. penerapan budidaya aneka kacang dan urnbi 

lainnya; 
6. penerapan budidaya kacang tanah; 
7. penerapan budidaya ubi jalar untuk Papua dan 

Papua Barat; 
8. penerapan budidaya padi, fasilitasi penerapan 

budidaya jagung; 
9. penerapan budidaya padi di Merauke; 

10. penyediaan benih bersertifikat; 
11. dukungan teknis pengelolaan sistem penyediaan 

benih tanaman pangan; 
12. pengawasan clan sertifikasi benih tanaman pangan; 
13. penguatan perlindungan tanaman pangan dari 

gangguan OPT, sarana dan bahan pengendalian OPT; 
14. penerapan penanganan DPI, layanan dukungan 

manajeman Eselon I; 
15. sarana pascapanen tanaman pangan, fasilitas 

RMU / revitalisasi RMU; 

f. Penelitian clan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, 
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi 
Pertanian, Penelitian dan Pengembangan Tanaman 

Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan Peternakan; 

g. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Pemantapan 

Sistem Pelatihan Pertanian, serta Dukungan Manajemen 
clan Dukungan Teknis Lainnya; 

h. Pendidikan Pertanian; dan 

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 

Pangan, Pengembangan Distribusi dan Cadangan 
Pangan, dan Pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan. 
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16. sarana pengolahan hasil tanaman pangan; 
17. penerapan standarisasi dan mutu hasil tanaman 

pangan; 
b. kawasan aneka cabai, kawasan bawang merah, kawasan 

sayur lainnya, kawasan tanaman obat, kawasan sayuran 
dan tanaman obat di wilayah perbatasan, kawasan jeruk, 
kawasan buah lainnya, kawasan mangga, kawasan 
manggis, kawasan pisang, kawasan florikultura, kawasan 

buah di wilayah perbatasan, fasilitasi pascapanen dan 
pengolahan cabai dan bawang merah, fasilitasi 
pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya, 
pemasaran produk hortikultura, sarana prasarana benih 
hortikultura, benih buah lainnya, pengendalian OPT 
cabai dan bawang merah, pengendalian OPT hortikultura 
lainnya, penanganan dampak perubahan iklim, dan desa 
pertanian organik; 
pengembangan tanaman tahunan, penyegar, semusim, 
rempah dan komoditas perkebunan lainnya, Pengawasan 
dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan, 
Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, 
fasilitasi pascapanen dan pengolahan hasil komoditi 
perkebunan, penyediaan benih unggul tanaman 
perkebunan serta fasilitasi teknis dukungan 
pengembangan tanaman komoditi perkebunan; 

c. Hijauan Pakan Ternak, Pakan Olahan dan Bahan Pakan, 
Mutu clan Keamanan Pakan, Pencegahan dan 
Pengamatan Penyakit Hewan, Optimalisasi Reproduksi, 
Benih Ternak Unggul, Bibit Ternak Unggul, 
Pengembangan Ternak Ruminansia Po tong, 
Pengembangan Ternak Ruminansia Perah, Pengembangan 
Unggas dan Aneka Ternak, Pemenuhan Persyaratan 
Prociuk Hewan yang ASUH, Sarana Pengolahan Pangan 
dan Non Pangan, dan Sarana Pemasaran Peternakan; 

d. pengembangan sumber air, lahan pertanian, alat mesin 
pertanian, pembiayaan pertanian, serta penyediaan 
infrastruktur dan sarana pendukung pertanian lainnya; 

-._..· 
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Pasal 12 
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

untuk: 

BAB IV 
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH 

1n1. 

Pasal 11 
Program, Kegiatan, dan output Kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

e. peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi 

inovasi mendukung pengentasan kemiskinan, Taman 

Teknologi Pertanian (TTP), model pengembangan 

pertanian modern dan berkelanjutan berbasis korporasi; 

f. penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, 
fasilitasi teknis dukungan penyuluhan pertanian, 
penguatan balai penyuluhan pertanian, penguatan P4S 
sebagai pusat pembelajaran petani, pelatihan mendukung 
komoditas strategis pertanian, serta Program 
pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif 
terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani; 

g. penumbuhan wirausahawan muda pertanian dalam 

rangka regenerasi petani, layanan dukungan manajemen 

·-- pendidikan, siswa yang rnengikuti pendidikan menengah 
pertanian di SMK-PP, serta mahasiswa/alumni dari 
perguruan tinggi negeri yang melakukan pendampingan 
dalam Kegiatan peningkatan produksi komoditas strategis 
pertanian; dan 

h. Kawasan Mandiri Pangan melalui Pengembangan 
Korporasi Usahatani, Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan 
Harga Pangan, Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat, 
Pemberdayaan Pekarangan Pangan, dan Pengembangan 

Pangan Pokok Lokal. 
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Pasal 13 
(l} Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui seleksi 
Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL}. 

(2) Penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan. 

(3) Ketentuan mengenai persyaratan CPCL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai 
dengan kewenangannya dalam bentuk petunjuk teknis 
dengan Keputusan. 

a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada 
perseorangan, mahasiswa, alumni, penyuluh pertanian, 
petani, kelompok tani, dan/ a tau gabungan kelompok 
tani, UPJA, lembaga pemerintah, dan/ atau lembaga 
nonpemerintah; 

b. beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa 
bukan Pegawai Negeri Sipil; 

c. bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, 
mahasiswa, alumni, pemuda tani, kelompok tani, 
gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, dan/atau 
lembaga nonpemerintah; 

d. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada 

perseorangan, rumah tangga miskin, petani, kelompok 

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 
pemerintah, dan/ atau lembaga nonpemerintah; 

e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan 
dapat diberikan kepada kelompok tani, gabungan 
kelompok tani, lembaga pemerintah, dan/ atau lembaga 

nonpemerintah; dan 
f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan 

Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan 
kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok 
tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, 
lembaga pemerintah, dan/ a tau lembaga nonpemerintah. 

,_ 
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Pasal 16 
(1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14, harus menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah 
pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, 
meliputi: 
a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat: 

1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, 
dan sisa dana; 

2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan 
Perjanjian Kerja Sama; dan 

Pasal 15 
(1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan 

secara sekaligus atau bertahap. 
(2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan 
dise.hkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah 

dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan. 

(3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penenrna 

Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme 
LS ke rekening penerima bantuan atau UP. · -- 

Bagian Kesatu 
Melalui Transfer Uang 

BABV 
MEKANISME PEN CAI RAN DAN PENY ALURAN 

BANTUAN PEMERINTAH 

Pasal 14 
( 1) Berdasarkan hasil seleksi CPCL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13, PPK menetapkan Surat Keputusan 
penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. 

(2) Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan 

Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah DIPA berlaku efektif. 
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Pasal 17 
(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam 

bentuk Barang meliputi perencanaan dan pelaksanaan 
penyaluran. 

(2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang 
mengelola DIPA Kegiatan. 

(3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan melalui Kegiatan penetapan CPCL. 

(4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh rnaaing-rnasdng ' unit kerja yang 

mengelola DIPA Kegiatan. 
(5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke 
penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak. 

(6) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah 
menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang 
hi bah. 

Bagian Kedua 
Dalam Bentuk Barang 

3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran 
telah disirnpan; dan 

b. foto / film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. 
(2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun 

anggaran (31 Desember 2019), penerima Bantuan 
Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran 
sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai 
dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen 
tambahan laporan pertanggungjawaban bantuah. 

(3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan 
verifikasi atas laporan pertanggungjawaban. 

(4) PPK mengesahkan berita acara serah terimasetelah basil 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
sesuai dengan perjanjian kerja sama. 
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Pasal 19 
Mekanisme penyerahan BMN dari satuan kerja pemberi 
Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal 18 
( 1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan 

dilakukan bersama antara penyedia barang dengan 
Panitia/ Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan isi 
dokumen kontrak. 

(2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan oleh Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil 
Pekerjaan sebelurn disalurkan ke titik bagi. 

(3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang 
sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang. 

(4} Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2} dan ayat (3) dilakukan: 

a. dicatat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil 
Pekerjaan clan penerima Bantuan Pemerintah sesuai 
dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, 
nomor seri barang, dan/ atau karakteristik barang 
lainnya; clan 

b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan clan 

selanjutnya PPK membuat dokumen Berita Acara 
penerimaan barang. 

(5) Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan clan 
serah terima barang dilakukan setelah 

konstruksi/ instalasi/ perakitan barang selesai dikerjakan 

oleh penyedia barang. 
(6) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama 

antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia 
Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi 
dokumen kontrak clan didukung dengan berita acara 
serah terima barang antara penerima barang dengan 
pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk. 
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Pasal 23 
(1) Direktur Jenderal atau Kepala Badan memfasilitasi 

Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah di provinsi 

dan kabupaten/kota. 

(2) Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup 

Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas Program 

dan Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1). 

BAB VII 

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN 

Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon 

penerima Bantuan Pemerintah dalam rangka penyamaan 

persepsi, membangun komitrnen, transparansi, dan 

akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah. 

Pasal22 

Pasal 21 

(1) Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal atau Kepala Sadan lingkup 

Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab 

Program sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencantumkan harga satuan dan lokasi prioritas 

Kegiatan Bantuan Pemerintah yang akan dilaksanakan. 

·- 

BAB VI 

PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI 

BANTUAN PEMERINTAH 

Pasal 20 

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 
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Pasal 27 

Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian 

Pertanian selaku Penanggung Jawab Program mempunyai 

tugas: 
a. melakukan penggalangan kemitraan dengan daerah 

provinsi dan daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan, 

pemantauan/ pengendalian, dan evaluasi Kegiatan; dan 

b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan 

Pemerintah dari pelaksanaan Program dan anggaran. 

Pasal 26 

Untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan 

Bantuan Pemerintah dibentuk: 

a. Tim Pembina Provinsi di tingkat daerah provinsi oleh 

gubernur a tau kepala dinas, badan, dan/ a tau kantor 

daerah provmsi yang menyelenggarakan urusan 

pertanian; clan 

b. Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat daerah 

kabupaten/kota oleh bupati/wali kota atau kepala dinas, 

badan, dan/atau kantor daerah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan urusan pertanian. 

Pasal 25 

Kepala Dinas, Badan, dan/ atau Kantor daerah 

kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian 

atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan 

koordinasi teknis operasional Program dan pelaksanaan 

kegiatan Bantuan Pemerintah. 

Pasal 24 

Kepala Dinas, Sadan, dan/ a tau Kantor daerah provinsi yang 

menyelenggarakan urusan pertanian atas nama gubernur 

bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan 

Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lintas 

daerah kabupaten/kota. 
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Pasal 31 

(1) Penerima Bantuan Pemerintah harus membuat laporan 
fisik dan keuangan kegiatan termasuk permasalahan 
atau kendala yang dihadapi dan menyampaikan 
kepada Tim Teknis daerah kabupaten/ kota sebagai 
bahan pelaporan dan evaluasi. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait 
secara berjenjang; 

(3) Pelaksana Bantuan Pemerintah wajib mewujudkan tertib 
administrasi keuangan dan pengarsipan. 

pemantauan dan evaluasi secara melakukan 
berjenjang. 

Pasal 30 

( 1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan 

berjenjang sesuai dengan tahapan Kegiatan 
pengernbangan usaha kelompok/ lembaga, yang 

dilakukan sebelum dimulai Kegiatan (ex-ante}, sedang 

dilakukan Kegiatan (on-going}, dan setelah dilakukan 
Kegiatan (ex-post). 

(2) Tim Teknis daerah kabupaten/kota, Tim Pembina 
d a er ah provinsi, dan penanggung jawab Program 

BAB VIII 
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pengawasan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah 
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 
Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat. 

Pasal29 

Pasal 28 
(1) Pengendalian Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan 

oleh KPA dan PPK. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. 
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Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
Ketua Sadan Pemeriksa Keuangan; 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

Menteri Dalam Negeri; 
Menteri Keuangan; 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; 
10. Gubernur Seluruh Indonesia; dan 
11. Bupati/wali kota Seluruh Indonesia. 

MENTERI PERTANIAN 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Destllber 2018 

Pasal 32 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
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Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian disusun 
dengan memperhatikan tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah, pemberi 
Bantuan Pernerintah, penerima manfaat Bantuan Pemerintah, bentuk 
Bantuan Pemerintah yang disalurkan. 
Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Bantuan 
Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk 
Bantuan Pemerintah kepada perseorangan, petani, Rumah Tangga Miskin 
(RTM), kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga Pemerintah, 

maupun lembaga Nonpemerintah. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi: 
1. Pemberian Penghargaan 

Penghargaan diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, barang 
dan/atau jasa. Penghargaan merupakan sebuah bentuk apresiasi 
kepada suatu prestasi dan keunggulan tertentu yang diberikan oleh 
Pemerintah kepada perseorangan, mahasiswa, alumni, penyuluh 
pertanian, petani, kelompok tani, dan Gabungan Kelompok Tani, 
UPJA serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 
Penghargaan diberikan untuk mendorong penerima bekerja lebih giat 
dan berdedikasi tinggi serta berprestasi dalam mencapai tujuan 
swasembada pangan dan kemajuan pertanian Indonesia. 

A. PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH 

·.,,__, 

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN 
BANTUAN PEMERINTAH 

LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 51/PERMENrAN/RC.110/12/2018 
TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN 
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH 
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 
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Bantuan operasional diberikan kepada petani, kelompok masyarakat, 
mahasiswa, alumni, dan lembaga Pemerintah maupun lembaga 
nonPemerintah. 
Bantuan Pemerintah untuk kelompok, gabungan kelompok, lembaga 
tersebut, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang 
pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok, gabungan 
kelompok, lembaga, dan pelaku agribisnis, mahasiswa, alumni di 
sekolah pertanian, pemuda tani di · 1embaga pendidikan, serta 
penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian. Bantuan 
operasional tersebut sebagai bentuk fasilitasi bagi kelompok tani dan 
penyuluh pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
operasional usaha tani serta meningkatkan kinerja dan produktivitas 
di lahan pertanian. 

4. Bantuan Sarana/Prasarana 
Bantuan sarana/prasarana diberikan kepada perseorangan, rumah 
tangga miskin, petani, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya 
Masyarakat dan lembaga pendidikan pada lembaga pemerintah 

2. 

Sistem penghargaan harus mampu meningkatkan prestasi dalam 
bidang pangan dan pertanian, serta mempertahankan perseorangan, 
mahasiswa, alumni, penyuluh pertanian, petani, kelompok tani, dan 
Gabungan Kelompok Tani, UPJA, serta lembaga pemerintah maupun 
nonpemerintah yang berpotensi agar tidak beralih profesi. Fungsi 
Penghargaan diutamakan untuk pembentukan perilaku 
perseorangan, rnahasiswa, alumni, penyuluh pertanian, petani, 
kelompok tani, dan Gabungan Kelompok Tani, UPJA, serta lembaga 
pemerintah maupun nonpemerintah sehingga memiliki kebanggaan 
terhadap profesi yang ditekuni dan kuatnya motivasi untuk memacu 
diri agar mencapai prestasi mencapai swasembada pangan dan 
pertanian. 
Beasiswa 
Bantuan beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan 
Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar 
negeri. Beasiswa tersebut berupa uang pendidikan/kuliah, biaya 
hid up, biaya buku/ diktat, biaya penelitian dan atau biaya lain yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah. 
Bantuan beasiswa diberikan untuk meningkatkan kompetensi 
generasi muda dibidang pertanian berupa bantuan Beasiswa 
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian. 

3. Bantuan Operasional 
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yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) 

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah 

yang ditetapkan oleh PA yaitu bantuan dalam bentuk uang atau 

barang/jasa yang tidak termasuk dalam 5 (lima) jenis Bantuan 

Pemerintah tersebut di atas. Bantuan tersebut diberikan kepada 
perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan 

kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau 

lembaga non pemerintah sesuai dengan Format-L 

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah 

yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan perseorangan, rumah 

tangga rniskin, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, 

lembaga Pemerintah, lembaga nonpemerintah sebagai stimulan 

usaha, motor penggerak utama dalam mengatasi akses pembiayaan 

6. 

maupun lembaga non pemerintah. Bantuan sarana/prasarana 
terse but tidak termasuk bantuan untuk keperluan 
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Pemberian bantuan 
sarana/ prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah diberikan 
dalam bentuk uang atau barang. 
Bantuan Pemerintah untuk perseorangan, rumah tangga miskin, 

petani, kelompok, gabungan kelompok, lembaga tersebut, yaitu 

perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok masyarakat yang 

memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani, 

kelompok, gabungan kelompok, lembaga, dan pelaku agribisnis. 

Bantuan sarana/prasarana tersebut untuk meningkatkan aktivitas 

perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan per kapita serta mampu memenuhi 

kebutuhan utama/ dasar kegiatan usahataninya. 

5. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan 

Bantuan rehabilitasi dan/ a tau pembangunan gedung/bangunan 

diberikan kepada lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah 

dalam bentuk uang atau barang. 

Bantuan Pemerintah untuk lembaga pemerintah atau lembaga non 

pemerintah tersebut untuk fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar 

penopang kegiatan usaha tani di daerah. 

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah 
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B. Program, Kegiatan, dan Output Kegiatan Bantuan Pemerintah 
Program, Kegiatan, dan output Kegiatan Bantuan Pemerintah baik berupa 
uang clan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 
2019 ditampung pada DIPA Pusat, daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota, yaitu: 
1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan · Mutu Hasil Tanaman 

Pangan 
Kegiatan tersebut meliputi: 
a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengelolaan 
Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebagai berikut: 

dan permodalan produksi pertanian serta pemulihan atas resiko 

usaha tani yang dialami karena bencana kekeringan dan puso. 

Bantuan lainnya tersebut dapat digunakan untuk usaha ekonomi 
produktif kelompok sasaran baik di hulu, on farm, hilir, maupun jasa 
penunjang terkait pertanian. Penggunaan disesuaikan dengan 

tahapan kebutuhan pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang 
dituangkan dalam proposal Rencana Usaha Kegiatan (RUK). 
Diarahkan untuk menggerakkan usaha tani (onjarm), jaringan usaha 
kelompok tani, kelembagaan sumberdaya manusia, pemanfaatan 

sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan 

dan gizi keluarga dengan mengutamakan efisiensi usaha produksi 
pertanian. Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok 

diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam 

mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para 
anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok tani. Jenis 
kegiatan yang masuk kelompok bantuan lainnya yang memiliki 
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sesuai 
dengan Format-2. 
Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, 
barang dan atau jasa, terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi 
dan kebutuhan bantuan, verifikasi kelompok sasaran, penetapan 
kelompok yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA, 

penyaluran bantuan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan. 
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1) Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai 
2) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubikayu 
3) Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau 

4) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar 
5) Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 

Lainnya 
6) Fasilitas penerapan budidaya kacang tanah 
7) Fasilitas penerapan budidaya ubi jalar untuk Papua dan 

Papua Barat. 
b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengelolaan 
Produksi Tanaman Serealia sebagai berikut: 
1) Fasilitas Penerapan Budidaya Padi; 
2) Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung; 
3) Fasilitas penerapan budidaya padi di Merauke. 

c. Pengelolaan Sistern Penyediaan Benih Tanarnan Pangan 
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengelolaan Sistern 
Penyediaan Benih Tanaman Pangan sebagai berikut: 
1) fasilitas penyediaan benih bersertifikat; 
2) fasilitas dukungan teknis pengelolaan sistem penyediaan 

benih tanaman pangan; 
3) fasilitas pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan. 

d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT 
dan DPI 
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Penguatan Perlindungan 
Tanarnan Pangan dari Gangguan OPT dan DPI adalah sebagai 
berikut: 
1) Fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari 

gangguan OPT dan DPI; 
2) Sarana dan Bahan Pengendalian OPT /DPI; 

3) Fasilitas Penerapan Penanganan DPI. 
e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman 

Pangan 
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Manajemen Dan 
Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan adalah 
Penghargaan Kelompok Tani .Berprestasi Bidang Tanaman Pangan 
dan Dukungan Teknis/Operasional menunjang produksi padi, 
jagung dan kedelai. 
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c. Pengolahan clan Pemasaran Hasil Hortikultura 
Kegiatan ini untuk meningkatkan daya saing clan nilai tambah 
komoditas hortikultura. 
Bantuan yang diberikan berupa: 
1) Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah; 
2) Fasilitasi Pascapanen clan Pengolahan Hortikultura Lainnya; 
3) Pemasaran Produk Hortikultura. 

1) Kawasan Jeruk; 

·- 2) Kawasan Buah Lainnya; 
3) Kawasan Mangga; 

4) Kawasan Manggis; 

5) Kawasan Pisang; 
6) Kawasan Florikultura; 
7) Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan. 

2. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 
Kegiatan tersebut meliputi: 
a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. 
Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa: 

1) Kawasan Aneka Cabai; 

2) Kawasan Bawang Merah; 
3) Kawasan Sayuran Lainnya; 
4) Kawasan Tanaman Obat; 
5) Kawasan Sayuran clan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan. 

b. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 
Kegiatan ini untuk peningkatan produksi buah dan florikultura. Bantuan 
yang diberikan berupa: 

·- 

f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Tanaman Pangan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
1) Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan; 
2) Fasilitas RMU /Revitalisasi RMU; 
3) Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan; 
4) Fasilitas Penerapan standardisasi clan mutu hasil tanaman 

pangan. 
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3. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 
Kegiatan tersebut meliputi: 
a. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengembangan 
Tanaman Tahunan clan Penyegar sebagai berikut: 
1) Pengembangan Tanaman Kopi 
2) Pengembangan Tanaman Kakao 
3) Pengembangan Tanaman Karet 
4) Pengembangan Tanaman Kelapa 
5) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya 
6) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan 

Papua Barat 
7) Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan 

Penyegar 
b. Dukungan Perlindungan Perkebunan 

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Dukungan 
Perlindungan Perkebunan sebagai berikut: 
1) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman 

Perkebunan 
2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran 

Lahan dan Kebun 
3) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas 

Perkebunan 
4) Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 

d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 
Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perbenihan hortikultura. 
Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa: 
I) Sarana Prasarana Benih Hortikultura; 
2) Benih Buah Lainnya. 

e. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 
Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perlindungan hortikultura. 
Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa: 
1) Pengendalian OPT Cabai clan Bawang Merah; 
2) Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya; 
3) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; 
4) Desa Pertanian Organik. 
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c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 
Perkebunan 

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan yaitu Layanan Dukungan 
Manajemen Eselon I. 

d. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan 
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Pengujian dan 
Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman 
Perkebunan sebagai berikut: 
1) Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan 
2) Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 
3) Fasilitas Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih 

serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 
e. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 
dan Rempah sebagai berikut: 
1) Pengembangan Tanaman Tebu 
2) Pengembangan Tanaman Rempah 
3) Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya 
4) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah di Papua dan 

Papua Barat 
5) Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan 

Rempah 
f. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai berikut: 
1) Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan 
2) Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan 
3) Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu clan Pembinaan 

U saha Perkebunan 
4) Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat 

g. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman 
Perkebunan sebagai berikut: 
1) Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 
2) Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman 

Perkebunan 
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4. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 
Kegiatan tersebut meliputi: 

a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak 

Kegiatan ini diarahkan untuk pengembangan tanaman pakan ternak 

berkualitas, pengembangan dan pemeliharaan padang pengembalaan, 

unit usaha hijauan pakan ternak, pelayanan laboratorium pakan 

daerah dan pengawasan mutu clan keamana pakan. 
b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 

Kegiatan ini diarahkan untuk pengamatan dan identifikasi penyakit 

hewan serta pencegahan dan pengamanan penyakit hewan meliputi 

Rabies, Brucellosis, Avian Influenza clan Anthrax; penanggulangan 

gangguan reproduksi; pengujian mutu obat hewan biologik dan 

kelembagaan veteriner meliputi Tenaga Harian Lepas Medik dan 
Paramedik. 

c. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi 

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan perbibitan dan produksi 

ternak. Bantuan yang diberikan berupa: fasilitasi mendukung 

optimalisasi reproduksi, fasilitasi produksi benih ternak unggul, 

fasilitasi produksi bibit ternak unggul, fasilitasi pengembangan ternak 
ruminansia potong, fasilitasi pengembangan ternak ruminansia perah, 

dan fasilitasi pengembangan unggas dan aneka ternak, serta pemberian 

penghargaan pada petugas berprestasi bidang peternakan dan keswan. 

d. Peningkatan Pemenuhan Pesyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, 

Sehat, Utuh dan Halal) 

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan persyaratan produk hewan 

yang ASUH meliputi pembinaan penerapan persyaratan teknis 

Kesmavet, fasilitasi sarana clan prasarana pemotongan hewan qurban; 
pengawasan dan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan; 
serta pengendalian pemotongan betina produktif. 

e. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 
Kegiatan ini diarahkan untuk memfasilitasi sarana pengolahan pangan 
dan non pangan meliputi sarana dan prasarana pengolahan clan 
peningkatan produk olahan, sarana pemasaran peternakan, 
kelembagaan dan usaha peternakan meliputi pengembangan usaha dan 
penguatan kelembagaan peternakan, pengolahan hasil peternakan clan 
pemasaran hasil peternakan. 

,_ 
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Kegiatan mi untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, 

peningkatan pemanfaatan lahan rawa/ gam but terpadu, peningkatan 

IP rendah pada kawasan sentra pertanian. Bantuan yang diberikan 

berupa Cetak sawah dan Optimasi Laban dalam bentuk optimasi 

lahan rawa. 
c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 

Kegiatan ini untuk mendorong petani menuju ke arah sistem 

pertanian modern, menurunkan jumlah keterceceran basil produksi 

(losses), mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja dan waktu 

pengolahan lahan. Bantuan yang diberikan berupa alat dan mesm 

pertanian modern meliputi traktor roda 2, traktor roda 4 tanaman 

pangan, pompa air, rice transplanter, sending tray, cultivator, excavator, 

com planter dan hand sprayer. 
d. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 

Kegiatan ini dalam rangka pengalihan resiko yang dapat 

memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani padi clan peternakan 
sehingga keberlangsungan usahatani padi dan peternakan dapat 

terjamin. Bantuan yang diberikan berupa pembayaran premi Asuransi 

Pertanian clan Asuransi Usaha Ternak (AUT) sehingga penanggung 

berkewajiban membayar kerugian yang terjadi clan dijamin. 

Pelaksanaan asuransi pertanian disinergikan dengan 

program/kegiatan Kementan dan pemerintah daerah. 

··- 
b. 

5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kegiatan tersebut meliputi: 

a. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian 

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah 
kelompok masyarakat/kelompok tani dan Gapoktan/(P3A). Bantuan 

yang diberikan berupa Jaringan lrigasi Tersier, Irigasi Perpornpaan, 
Bangunan Embung mendukung Tanaman Pangan, Hortikultura, 

Peternakan dan Perkebunan, Bangunan Dam Parit/Long Storage 

mendukung Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan 

Perkebunan, Irigasi Perpipaan dan Bangunan Konservasi Air dan 

Antisipasi Anomali Iklim. 

Perluasan Areal dan Pengelolaan Laban 
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7. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian 
Kegiatan tersebut meliputi: 
a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 

Kegiatan bantuan Pemerintah rm dilaksanakan dalam rangka 
penumbuhan clan pengembangan korporasi petani, fasilitasi teknis 
dukungan penyuluhan pertanian dan penguatan balai penyuluhan 
pertanian. Bantuan yang diberikan berupa bantuan operasional 

6. Penciptaan Teknologi Dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan 
Kegiatan tersebut meliputi: 

a. Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi 
Mendukung Pengentasan Kemiskinan 

Kegiatan bantuan pemerintah ini dalam rangka mendukung 
pengentasan kemiskinan berbasis cluster pada Rumah Tangga Miskin 
(RTM) melalui pemasyarakatan (diseminasi] hasil inovasi pertanian. 
Bantuan yang diberikan berupa ayam KUB/ itik dan sarana 
penunjangnya seperti kandang, pakan, obat-obatan, vaksin, alsin serta 
kelengkapan penunjang lainnya. 

b. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) 

Kegiatan ini bertujuan untuk mernbangun pusat penerapan teknologi 
untuk mendorong perekonomian di kabupaten/kota. TTP merupakan 

tempat untuk penerapan teknologi pertanian hulu-hilir berwawasan 
agribisnis yang bersifat spesifik lokasi sebagai tempat untuk 
percontohan dan penerapan inovasi yang telah dihasilkan oleh 
Kementerian Pertanian, khususnya Badan Litbang Pertanian dengan 
bersinergi dengan eselon 1 lainnya. Bantuan yang diberikan berupa 
penguatan sarana prasarana seperti Pengadaan Gedung dan Bangunan, 
Jaringan, Jalan, Irigasi dan Bantuan Barang lainnya. 

c. Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis 

Korporasi 

Kegiatan ini diimplementasikan melalui demfarm pemanfaatan long 
storage dan tata kelola air, peningkatan kualitas produk pertanian, 
penerapan alsin pertanian dan penguatan kelembagaan ekonomi 
pertanian. Kegiatan dimaksud didukung dengan memberikan bantuan 
berupa pembangunan jaringan irigasi, clan damparit, alsin, sarana 
gedung usaha tani dan sarana penunjang lainnya. 
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8. Pendidikan Pertanian 
Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penumbuhan 
Wirausahawan Muda Pertanian {PWMP) melalui regenerasi petani, 
penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian di SMK-PP, layanan 
dukungan manajemen pendidikan dan pendampingan oleh 
mahasiswa/ alumni dari perguruan tinggi dalam kegiatan peningkatan 
produksi komoditas strategis pertanian. Bantuan yang diberikan berupa 
bantuan operasional PWMP, beasiswa PWMP, penghargaan bagi juara 1, 
juara 2, juara 3 dan juara harapan karya inovatif siswa smk-pp, bantuan 
praktek siswa, pengadaan ayam dan vaksin program #Bekerja, pengadaan 
pakan ayam program #Bekerja, serta pengadaan kandang ayam program 
#Bekerja, serta pengadaan pakan ayam program #Bekerja Kabupaten 
Cirebon dan Kabupaten Pandeglang. 

pengembangan unit usaha KEP, penghargaan untuk penyuluh 
pertanian PNS, THL-TBPP clan swadaya/swasta teladan; penghargaan 

untuk BPP dan Posludes terbaik, hadiah penghargaan bagi petani, 
hadiah penghargaan bagi gapoktan, hadiah penghargaan bagi 
kelembagaan ekonomi petani (KEP), hadiah penghargaan bagi UPJA dan 
hadiah nominasi bagi petani, gapoktan, KEP dan UPJA, serta bantuan 
operasional penguatan balai penyuluhan pertanian. 

b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 
Kegiatan bantuan Pemerintah mi dilaksanakan dalam rangka 
penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani dan pelatihan 
mendukung komoditas strategis pertanian. Bantuan yang diberikan 

berupa bantuan sarana dan prasarana pembelajaran P4S, pengadaan 

ayam dan vaksin program #Bekerja, pengadaan pakan ayam program 
#Bekerja, serta pengadaan kandang ayam program #Bekerja. 

c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP 
Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka program 
pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu (IPDMIP) 
untuk peningkatan kapasitas petani. Bantuan yang diberikan berupa 

pengadaan benih F2 ke luar jawa, pengadaan benih padi pokok/ label 

ungu F3, pengadaan benih padi sebar/label biru F4, dan bantuan 
operasional sertifikasi benih. 

·-- 
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9. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 
Kegiatan tersebut meliputi: 
a. Kawasan Mandiri Pangan melalui Pengernbangan Korporasi Usaha Tani 

Kegiatan ini untuk memberdayakan masyarakat rentan rawan pangan 

dalam meningkatkan kapasitas produktif usaha tani sesuai dengan 

potensi komoditas ungulan spesifik lokal. Pengembangan Korporasi 
Usaha Tani dilaksanakan dengan pendekatan dari hulu hingga hilir. 
Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi usaha tani bagi 
kelompok dan alat pengolahan bagi gabungan kelompok tani. Dengan 
demikian, diharapkan kelompok dan gabungan kelompok penerima 
bantuan dapat mengelola usaha produktif untuk meningkatkan nilai 
tambah dan pendapatan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan 

masyarakat. ·-- b. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani 

Indonesia (TTI) 
Kegiatan ini untuk memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat 
(Gapoktan/Poktan/Koptan) dalam mendukung stabilisasi pasokan dan 
harga pangan melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Bantuan diberikan 

kepada lembaga usaha pangan untuk melakukan proses pengolahan 
hasil produksi petani clan operasional gapoktan dalam menyalurkan 
bahan pangan ke TTI yang selanjutnya dijual kepada masyarakat. 

Dengan demikian tercipta rantai pemasaran yang efisien sehingga 
terjadi kestabilan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen. 

c. Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat 
Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan cadangan pangan 
masyarakat dalam rangka antisipasi terhadap gejolak harga pangan, 
masa paceklik, dan bencana alam. Bantuan diberikan kepada kelompok 
masyarakat aiau kelompok tani yang mengelola lumbung pangan 
masyarakat untuk membeli bahan pangan pokok. sebagian bahan 
pangan tersebut disimpan dalam lumbung pangan sebagai cadangan 
pangan masyarakat, sedangkan sebagian lagi dikelola sebagai usaha 
produktif untuk menambah pendapatan anggota kelompok. 

d. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah 

Pangan Lestari {KRPL) 
Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam dan bergizi 
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C. Pembinaan 

1. Tim Pembina Provinsi 

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur dinas/badan/kantor daerah 
provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian, dan Unit Pelaksana 
Teknis (UP'f) lingkup Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

(BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), 
Balai Pengawasan dan Setifikasi Benih Tanaman Pangan clan 
Hortikultura (BPSBTPH), perguruan tinggi, asosrasi profesi, serta 
organisasi petani dan masyarakat, dan LSM sesuai kebutuhan dan 

ketersediaan anggaran. 

mengembangkan kebun bibit kelompok, demplot pekarangan, 

penyediaan ternak ayam, dan fasilitasi pekarangan kelompok. Selain 
untuk memenuhi konsumsi pangan anggota, komoditas pangan yang 

dihasilkan juga dapat dijual untuk menambah pendapatan anggota 

kelompok. 
e. Pengembangan Industri Pangan Lokal 

Kegiatan ini untuk memfasilitasi berkembangannya industri pangan 

berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan hilirisasi untuk 

mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Bantuan diberikan 

untuk meningkatkan kapasitas produksi kelompok dalam pengolahan 

bahan baku menjadi bahan antara (intermediate product) maupun 

bahan pangan jadi (end product) dalam bentuk tepung dan olahan 

lainnya. 

Rincian program, kegiatan, output kegiatan dan nama kegiatan Bantuan 

Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sesuai 

dengan Format-3. 

Detail Akun Terkait Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai 
dengan Format-4. Ada pun Penjelasan Akun Belanja Barang untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Bantuan Pemerintah sesuai 

dengan Format-5. 

·-- 

dari lahan pekarangan di sekitar 

diberikan kepada kelompok untuk 

seimbang yang dihasilkan 

rumah/lingkungan. Bantuan 
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setempat atau Kepala dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan urusan pertanian. Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota 

yaitu: 
a. Bilamana dipandang perlu tim teknis kabupaten/kota dapat 

menyusun petunjuk pelaksanaan dengan mengacu pada pedoman 

yang disusun oleh Pusat dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun 

oleh daerah provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 

setempat dan usaha yang dikembangkan; 

b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran; 

c. Melakukan bimbingan tekrris, pemantauan/pengenclalian dan 

evaluasi; dan 
d. Membuat laporan basil pemantauan/pengendalian clan evaluasi. 

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur setempat 

atau Kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang 

menyelenggarakan urusan pertanian dan pangan. Tugas Tim Pembina 

Provinsi yaitu: 

a. Bilamana dipandang perlu tim pembina provinsi dapat menyusun 

petunjuk operasional (jukops) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) 

lainnya yang mengacu pada Pedoman Umum yang disusun oleh 

Pusat dan petunjuk teknis yang disusun oleh Penanggung Jawab 

Program; 

b. melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat 

Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan; 

c. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/ Kota dalam ·--- pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi 

permasalahan di lapangan; dan 

d. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta 

menyampaikan laporan ke tingkat Pusat. 

2. Tim Teknis Kabupaten/Kota 

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dinas/badan/kantor daerah 

kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian, instansi 

terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota, perguruan 

tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya 

sesuai kebutuhan clan ketersediaan anggaran. 

Tim Teknis tersebut ditunjuk clan ditetapkan oleh bupati/walikota 
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MENTERI PERTANIAN 
RE UBLIK INDONESIA, 

·-.- Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup 
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 ini bersifat dinamis, sesuai 
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu 
pengetahuan teknologi. 

Matriks Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup 

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Format-6. 

D. Pengendalian 
Ada 10 (sepuluh) simpul kritis yang perlu diperhatikan: 
1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/ 

Provinsi dan Tim Teknis di kabupaten/kota; 
2. Pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang 

dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; 

3. Distribusi Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang ke penenma 
Bantuan Pemerintah; 

4. Transfer/penyaluran dana kegiatan Bantuan Pemerintah ke rekening 
penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang; 

5. Pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah oleh penerima bantuan; 
6. Kebenaran dan ketepatan penggunaan barang/uang yang dilakukan 

oleh penerima bantuan; 

7. Pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penerima bantuan; 

8. Pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan 
oleh penerirna bantuan; 

9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban output; dan 
10. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan bersedia 

menerima hibah. 

- 40 - 



. - 

l ..... 
::r:: 

r/.l 

fili ...... 
] 
II) 
a: 



..c: 
(I) - 0 

..c: 
a1 

a1 -+-' M.S 
~ 1-, 

.0 v s s ~& 

t/'J @' 
t--, e .... ..c: ....... (1j (1j -+-' ~ 1-, 

(!,) 11) 
o: co 

._. 



l{) 

0.0 
OJJ § OJJ 

'~ c: h ~ cd cd 
:::::> P'.:l :::::> 

~ cd j ~ cd cd 
cd -+-' cd Q) cd i:: cd -+-' c,j ...... 

0 ~ o: i:: 
0.. M C: M El cd ~ cd c M C M 

cd • c:: a:s . i:: - cd ...... cd . t:: ...... s cd 'c B v @ ..0 Q) .0 Q.) §8 :.g ..0 ~ ..0 G.) 
0 ...... s s s c s ~ ...c:: Q.) § §.~ s s s Q s ..... v § -~ ~ 5 § Q) ~ & ..c 

Q.) 0 il) ~ & ..c: Q.) 0 Q.) 

0... ~ E-< ~ z 0.... ...c:: o: oO..P'.'.l 0:: E-< ::E ~ z 0.... ...c:: 



§ ~ 0 cc cc 
0 0.. cc ..... C'il ..... 

I,., 0.. C'il eo d bl) d 
0 8 2. C'il .... C'il .... 

.0 ~ 
I,., 

11) .0 11) 
r/) 0 ..... ~ s s s ~ s I,., § v § ..... 11) .3 ~ ..c:: ~ 0 Q) 

0.... eo ~ r-' ..'-4 z 0.... ..c:: 

~t;c:· 
iltiJ 



c cd +-' (tj +-' a:j 8..-. £j b!) i:: b!) i:: 1-. t'il -~ (tj ..... 
0 8 ..... ~ I-< 
11) s:::: 0 § 0 ..0 11.) ..0 11) 
rn 5~~ 8§5~ I-< a:j - t"" 0.. II) eo 11) t'il 

0.... i:: ~~o ....l 0.. j z 0.. (tj 

rn 0.. 
~ cu - ...... ..c:: .s - ~ § a:j 
~ 

11.) 11.) 11.) 
ir: 00~ 

s:: bl) a:j 

~ 
B (!$ 
c • ..... a:j - "'d rn 11.) (,;j 

~00 ~ cd +-' 

~ 
(l.) ~ c '""') 11) ;:.:: 11.) cu c 8 ~~ cd 0.... Q.) <, 

·a (tj 1-. 0.. 0.. ~ rn ;:l '""') .b (l.) Q.) ;J ..... ~ >, ..c: ..c: cu c rn 00 c r:n 5 ca 11.) ~ a ] 11.) 0.. 
~ 2 - c o: 0.. ....l 0.. 0 0 00 

~ & 

·--- 



§ 
-+-' § t co § 0 1-, 
(lj E--< c en ..c: co 

~ 
co ...... 

~ ;:1 c 
§- v eo c ro c c c c.: cd ...... c (lj o cd § cd b£) 

.....:l cd § ...... :r:: 1-, ...... 
"O 

...... cd 
~ 

..0 "Cl Q., 

8 co 
~ 

"O c z ::J ::l (TJ i - §' Q) § P::: c 0.. w Cil 0.. d 
~ 'U ~ v 8 c ~ b.O .a ~ 2 (TJ w ;:1 ..c: E--< 
0.. c co g rt) c 

\:: .;~:~ co co ~ ...... ..c: co z 'i,b:Q·J;; : :::::;, o c :::::> 1-, in ...... § -c 1~~n~ :r:: 1-, cd Cil ii) -+-' c:: c: 
i cd ~ E--< 1-, ~ cd v 

~ 
t\al!N . C\1 b£) ...... ed eo ~ ed en 

~ 
r;~r.f (I') § cd cd eo ~ ...... d ta cd z ~;Ni ...... ...., d "O ...... ...... - z .t~ ~ '}~. v ~ ~ cd ...., ...... So :;:l 0 r/J 0.. 

< ~ 
"Cl ...... 

~ 
...... v "O .... i... ...... co Cl :t··~·if\:'~ii Q) .0 .0 c (..) .... co -g cd Q) v ~ c en ~ 

.0 b£) cd 

~ 
~ :::::> ~ :::::> < ::J 0.. ...., (/') ta § 

~ 
0.. 1-, d ..... eo 

co ct1 ro (lj (lj al al v v .µ c - CJ ~ ~ ~ ~ ~ 
aj cu 

~ 
aj 

~ 
co 0.. i... ::I d 

E--< ~ ~ ~ 
Cl) cd 

tr: z ..c: r.fJ [/) "O eo - < "O "O "O "O "O "O "O "O "O "O .... ...... d c ..... ..... ...... ....... . .... . ..... . ... _g c P::: "O "Cl "Cl "Cl "O .... .... "O .,.... "O d .... cd "O "O '"O cd ...... 
w < ::l ::l ::l ;:1 ;:1 ;:1 ;:1 v i... c ;:::s ;:::s ;:::s ro Cl) 't:l v g z en en en en en en ro co co co E--< § 0.. ~ 

:::::> c 
~ o c c c § @ c c c c § cd § c § cd co co (TJ ro cd co cd r.fJ cd o ,~ 0. 0. 0. 0. 0. 0. §' ...... eo cd -+-' 

\0 
~ 

co cd (1j cd u1 0. 0. m 0. "O c: 
~ 

cd 0. 
,::t- z; 1-, i... i... i... 1-, cd cd 1-, cd 1-, 

~ ~ SD 
cd 

w Q) Q) 11.) v Q) i... 1-, Q) ... Q) 1-, 

52 0.. c c: c: c: c: Q) v d Q) c c bl) c: v 

i11i1t~ 
v v v & Q) c c v d v v ;:1 c & c 

:3 :r:: 0.. 0.. 0.. 0.. v Q) 0.. & 0.. 0.. Cl Q) Q) 
0.. 0.. 0.. 0.. - r.il '.~ .... .... ..... ..... .... ..... . ... ...... . ..... . .... 

~ .....:l (/} (/J (/J r/J (/} Cf) (/} r/) (/J (/J (/J Cf) r.fJ (/J rlJ 
co cd co cd cd cd s co (TJ cd cd cd i cd cd s (:i:) 0 +-' -+-' .µ .µ .µ -+-' -+-' +-' -+-' +-' .µ .µ .µ 

~ 
..... ..... .... ...... . .... .... .... ..... . ..... ...... ..... . ... .... . ..... . ... 

z ...... ...... ,......, ...... ,......, ,......, ...... ...... ..... - ..... ,......, ....... ....... ...... .... .... .... ..... . ... ..... .... ....... . ...... .... . ..... . ... ...... . ..... ..... 
~ 

en (/') (J'J (/J (J'J [/) (J'J fl) r.lJ r.lJ Cf) Cf) § rJl rn r/) 

c, cd cd cd (lj cd (1j co cd cd ct1 ct1 co c,j cd cd 
z 0.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ii. ~ ~ 0.. ~ ~ ii. 
< 

~ 
>- 
~ 

. 0 - C\l (() tj" l() 
E--< - C\l (() tj" l() \0 t-- 00 0\ - - - - - - ..... 

z 0 ·- - 0 :s z c 
z < ~ < >- § ::J 
E--< 0.. z c < cd co 8 
z cd 

i:: § 
f-< < - ..... cd 0 ,.. 

w v 
~ "O c v ...., 

ii 
.µ m 
I-< 
0 
~ v 

(\'j 
I-, ..... 

+-' Cl 
co 
§ ~ & - 



.;., . .,\ .... 

f~fri ,-t 
,.., 

. .-- ; · ... ·.':' .. ~ 

;3.f\i 

;'(}t·)l~ 
'i- '.• _.;" ~.-' 

}f·~f 
}{} 

r:t'.~ 
~, \··.-~.r~ 

d 
cd 
bl) 

@ 
c, § d 
c:d rt) 

E c:d .µ 

ro cd 
d ..0 
cd 1-.. 

E-< & - ...... 
'fil rt) 

C'i.1 ::r: ~ 
::s - ..c:: ...... 
.µ ~ cd e ;:J - ~ 

..... 1--< Q.) 

d "d 2 ~ 

t 0 § 
.µ § - bl) .--. cd ] Q.) ..0 § 

0 (/) "d (/) 

~ 0 cd ..... ..... .µ t: 
~ d rt) d cd 

cd d cd 0 
..... Q.) (/) co .0 ::r:: o:i 
al s ...... 8 1--< 

1--< Q.) d d 
"d Q.) c:d ctj c, cu cu 
d 'c? -o ro c 

~ 
"O "O 

~ @ >, 
~· d ..c:: s:: .µ ..c:: ·a 

c: cd .µ co c: C'il t'd ~ 
..... 

:::E r:J) ...... .0 d 2 c: ~ & cd I-< ...... cu Q.) ctS 0 ctS - Q.) 

§ ~ 
I-< ...... 

C'i.1 c :a ...J § "O d 2 ~ o:i 2 o 
d cd 0.. o d d j (/) cd t co bl) bl) I .--. ...... 

~ § cd § cd ...... 

~ 

'"O d s:: 
~ c ro 1--< 1--< .!I:: 

bl) bl) aS .... 0 
~ 

~ 
~ ~ 

'fil 
bl) § -§ ctj 

r::o Q.) 

~ 2 § § ~ ...:i d Q.) c d 
::s Q.) s:: cd v ::l rt) 0 ::l rJ') .c: ro d ~ ~ 

...... ri: ~ 0... -< r::o tr: E-< a: '":) o:i p.. o:i cd cu .... 
ro ct - 

'"O @ 
..... d c: d p § § d § d d d § ::l cd 
(,/) -c 

ro aS cd C1l cd cd cu ro cd c:tS ro o:i s:: 
-+-' rt) rt) rt) rt) rt) rf) (/) (/) rt) rt) rt) (/) 

d d .... cu ! ctj cd co cd ctj ctj cd ! ctj r;,j § ..c:: Q.) 

ed co - ..... bl) ...... ! ~ 
~ ~ ! ~ ~ ! ~ ~ 1-, j rJ) @ d d 

cd 
~ 

ctS 
~ 

Q.) & o: ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ w o:i 

\0 !:'-- 00 . 0 ,-t C\I ('I) '¢ IJ') 
,-t C\I ('I) '¢ IJ') \0 t-- 00 °' ,-t ,-t ,-t ,-t ...-4 ...-4 ,-t ,-t ...-4 



-· 



~ (\I 
~ ~ 

.......... .,. 

tj~ 
'.":".:·rt:.~~ 
-''.·/~//)~\ ;I 
' .. l.'af .. ::; ,+.;){".~'! 

Cf') 

:~>:: : ........ :-:;1 

::'!it 

I 



§ 
"'O 
c: 
cd 

.!id 
cd 
E 
Q.) ...... 
& 
~ c: H 
ii.) ca "'O ~ c: 11) ii.) ::r:: '"") 
..... i cd 
1-, 
0 
~ ..c: e 11) 

Cl) .... 11) 
Cl ::G 

v 

§ g. 
·~ 
i:: 
11) 

§ 0.. 

c: s 
::::1 1-, 

11) 
..0 (/) 
0 ..c: ~ 
H .... 
11) c: 

0.. Q) c 
§ co ca 

B -a ::r:: s ::::1 0.. :, 
aj ;:;E ! d o: 

§ cd c:: < 
-a ..c: ca M 

rJJ cd ~ [ i .... co bD (/) cd 8 Q) 

~ ~ 
~ s:: @ s:: ::c d ~ 

~ 
11) 11) 0 ::::1 § ..... cd E--< cd ..... ..... 1-, s:: i:: "'O 0 M s:: 'O -a .... 0 11) 1-, ca 0 0.. 
,t s:: ::::1 c:: d '@ 0.. 0.. 

~ ~ 1-, 
11) ca 0.. c:: 

0.. ,D ~ (1j 2 (1j cd Cl.) 0.. 0 ·s.o <I) .c s:: .... .... (1j ::r:: c ~ ~ 
(/) rJ) s:: z 0 co co & § § ~ cd ...... co 1-, ...... § 11) ~ § 0 "'O Q) 0 s:: ::::1 c: c: c: 0.. c c: d c: ca 

.!id § ro § § c;,j .... .... < "'O a '"O 
~ c:: g E E 0 

11) c;,j s:: § ,t ca c: 
E--< .... -a "g § =~ 11) us 

~ 
::::1 Cl.) cd 8 a ::c 0.. ~ § Ct:: '"O c:: ::G M 

§ Cl.) 

c: § c: ~ ~ 
(/) .s c: ..... 

M .... ...... . ..... (1j 
Q) (/) (/) cd M (/) - Ct! Q) 

i:: 0.. E--< ~ '3 '"d c: ~ 
~ 1 E i:! gg i "'O 0.. 0.. 

cd ;:::l & ;:::l 1-, c: § § ..0 .... .... B 11) 11) B a to (/) 'O 'O '"O c: E--< E--< ::::> 19 ~ 0 0 ;:::l § 0 ::::> c: 1-, ;:::l ~ 
1-, 

11) ....... 11) &: 1-, :E &: :, § i i & :E (1j 
M - ..... 0.. "'O 

...... (/) .... 0 ~ §b c: (/) 1-, d § § ...... '@ M c: cd 
Q) co 0.. § (/) § § ·s:: § c:: 8 0.. ii. s Cd c: (1j 

....... .µ .µ rt) 1-, E co (/) 11) & c: c: M Ct! cd cd ~ 
.... 

~ 
..0 ..0 ..0 ..c: cd 0.. 

cd cd 0 ~ 'SD ~ ~ ~ s a s ;:::l 
~ 

co ca ...... co M M s:: B B 0 c: c:: c: 11) s ..c: Cl.) 
~ ~ Cl.) § § ] CJ .... ..... M M 

§ § 
..... .... . .... ·_p c: .... s c c: c: Q ,.0 c:: c:: c: d a 1-, 

~ 
11) Q) & & 0.. 11) .... Q.) Q.) & & Q.) co co co 0.. 0.. 0 co co 0.. 0.. 0.. en en 

. 
ID t-- ...... N ('I') tj- l() ID t'--. CX) O'I 0 ...... ('II (I') tj- 
('II N ...... ...... ...... ...... ...... 

,., ... 

--;t;.~~~~>; 
:.- '·\: ~~ 

t,~~'c' 

FJ~l 
ti?lJ 
{"'./~·.'.·':ti 

0 
II) 

,_·;·.· :'-'_· 
;'_f,,!,;,: .. _!, 

·-- 



..... 
eo r/.l 

cd c:: k 

_g 0 r/.l e, ..... 
;:::l eo 0 B "O ~ c cd 
Q) (/) .b :E ..... rn a: ..... cd ] VJ rn ..0 cd cd 1-, 

(l) ..... 
> _g ..... 
0 co "O 
c:: 0 § (U 8 - ........ ..... 11) 
rn ..... :::; 0 
cd ;:::l ~ s:: 'rt ec ..... ...... c:: [ VJ 
8 ...... cd ~ 
(l) <1.) ...... ;:I 
rn ~ B ,, 

1-, .... ..... .... 8 Cl II) (l) co .... eo 0.... ..... & ;::I § (l) 

.B - z cd rt) - "O ..... ..... 
II) eo eo ] :=E c:: E b.O 

1-, c:: b.O rn o cd ...... c:: ro 'O 1-, e-, ..... ...... 
g£ 0 a: c:: c:: 

:=E cd (l) 
c:: a:- rt) 2 0.... 
t> c cd s:: 

~ 
..... cd ..... 6b !:l ~ ...... "O 

tU § 0 1-, cd c:: c:: ..... 8 & ·s.o 1-, cd 1-, 

~ 
s:: ..... <1.) 

~ 
(l) 

cd c:: ...... ~ 0... 1-, 
...... s:: ro tl.O cd § rt) ...... ..... c:: "O .!id .... s:: ~ rn II) cd _g ...... 

;:::l 0.... eo s:: ~ ...... 
§ "O s ...... ::l s Cl 0 b.O 

~ 
(l) 0 .0 "'O .2 § ~ - s c:: 
§ 0 II) < s:: ] II) :E --- eo 

t'd eo t'd c 
~ 

r/l II) c:: ~ 
...... 

§ ro e-, & c:: 0. 
~ 

...,; cd rn § s:: § ..c: ...... .... - (/) s:: s:: II) Q..) ·.p cd cd ..... eo s 'd tQ ..c:: "d ..... c:: i:: 0 ........ t'd s:: 1-, 
(l) (l) ed :=E 

11) 

~ & v 
0.... 0.... e-, 0.... 0... 

........ ('.\:! M ........ N 

t'd ..... 
B 

rn 
;:::l .... c:: rn ::l cu 

cd '2 :=E 
~ cd cu c:: - ~ ..... 

~ § Q.) 
Q 

A co ~ 1-, 
cd Q.) .... ·5 'O .0 b.O s 0 (/} § - ;:::l ;:::l 0 

s:: "'O ..c: r.n 
~ s:: .;::1 § II) ..... ...... 
f--, 0 

~ 
..... tl.O 

§ co § 
§ & § ed ..0 ..... . .... 8 . ..... 

0. § c:: B ...... ca II) 
u tl.O c:: t "d c:: I-< 
II) II) cd II) II) 

P-. P-. co 0.... 0.... 

LI) \,() 

s:: ] cd eo .s ..... 
~ .!id cd 0 

§ ~ s:: .!id cd 0 § .... cd eo cd eo 0.... 
tl.O c >, § c:: ro rn § 0.... cd ] ~ 

0.... . .... ,J c rn ro ...... ::l i II) .... .0 0... 0... ...... 
"O 'E c:: i § rn 

~ 
cd 

::E 
...... cd § Cl ~ b.O § i c:: "O .0 

;:::l k s r/.l <1.) 
cd .0 ..0 ..0 ~ 

~ 
s s E s:: 
~ 3 11) Q..) 

0.... 0... 

. 
........ N M ~ I.I") 

· . ._, 



N 
lf) 

·~-- 



..... 

.0 
:::> 

(.:·::··:·:·~/~?~- 
, ·~ ~··;. 

,------,---.--- -------~------------~-------------~ 



0 
0.. 
0.. 
:::> 

-·-~·-----··---~-----------~ 

- 



§ bO § 
0.. ~ o..· .... 
~ ~ 

rd "O 
1-4 ..... 
Q.) "d 

i:: co ~ Cd 
Q.) '"') Q.) 0.. 

0.. co 0.. Cd E~ Cl) >-, v co cC! ,!:d 
..... "O ~~g ............... ..... 'O . .... "O i... 
~ ::s ~ :, Q.) 

C:t. co C:t. co ::E 
~ ('I') 

·- 

11) 
11) 

- 

' i 
. 

>·~~t~i:fi.; ... ~.· 
1~/i{!tii ~ :,t}itr~~; 



··- 

\0 
io 





- § c:: ro 
0 § M ,........ 

c:: ~ 
Q.J 
rt) 1-< 

tJ;l ro 
U'J <I.) 

c:: rt) § § 
<I.) ro 8 µ §" § ...... 
Q.J ....... ..... ~ c ';? ti)· 

.__,. cd ctl (,j § ~ 0.. E-< 
~ - 

§ ....... c c:: . en ctl 
cd bl) ro cd M 

§c~ "Cl :r:: § 
§ i:: 0.. 

M j:~§ {l ~ ~ 
~ (,j 

.~ 0 ~ - ti) § &i ro 

.§ .gj § i:: a § 
(I) cd Q.J 11) 

E--< p., E--< 0.. 0.. E--< 
.o 

µ µ 
•.-4 ..... c i:1 
:::::> :::::> 

lf) 

00 
lf) 

}:'ff1f~ 
!j- 



~ ...... 
Q) 
'd 
Q) 

oil ~ ~ c: :J] c: •rl 

a'l (,:j 

~ c: ::E O 'O 
Sn 0:: ('ij 1-, eo c: 1-, <I.) 0 § ..... 0.. ;..I c: a'l (/) 1-, Eb c: ..... a'l ......... 0 (/) co (/) eo r:J) 

a'l Eb ~ + :.::: c: 1-, 
a'l ·- ;:::$ :2.. c: i.::: 

:::::> +-' 'd ::r:: a'l ..... • .... a'l 0 t: ~ > 1-, ...... 0.. o:l <I.) c, 0 Q) 
0::: 0::: .._.. o :::::> + w 

·--- 

,;.J\iffttiij 

·~iJ~j;J 
;~j]r#Jt: 
~:t~[,,J 

i,lll 

z; . 
·~:' .. .\,;:\· 

l
~®J, ... ·;:;::w 

. 
00 

. 

. 

:~:: .. :~ \~;~t"rf~n 



cd 
::r::: 



(lj (/) ....... 
~ ~ bJ:J 

§ § § 
Cl) 

:::E ~ 0:: 
§ § § 
rn Cl.) r/) 
(lj (lj cd 

~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
CV) ,:j" Lf') 

-· 

ii 
.c <, 8 .c <, s ..c <, s ..c <, 8 .c s ..... @ <, 8 ..... a <, e ...... d <, s .... § <, 8 

(I.) § d (l) B~ !~ ~ §~§~ § ;..J § (l) - ~ 
;..J ~ (lj - -§ ;..J ~ bl)........_ ..c:: ;..J ~ bl)'. ........_ O bl)-- .... ~ 0 § ;..J "58.@~ ~ ~0@+.> C'd .... 'a§-~~i:::'5 p. (lj .... a§' i.. ~ d ~dd c, 0 ti~ 0 ·r:: 8. C'i1 I-< '@ § .5 o;.C'di-.~i:::i::: 0 'c E~2@d~ 8 0 0 0 ·i:: E ~ 8 ta g ~ d Cl) 8........_vai::v • ........... Q.) a s::: Cl) :>.. (lj s ~§~:>..mS .Q§~:>..roE 0§(/) cd8 ~§~~ro (/) bl) Cl) v Cl.) bl) Cl) Cl) Cl) (/) bl) Cl) ~ .t~b.()(1) 

C'd ro P. ~ i:Hl..., co co p. ~ 'U o.. co ro P. 'U 0.. cu cd 0... ~"QQ.,(lj(lj 





. .~_ ... _; ·:: ·.'! {~-t/~~'~'. 

iii 

----------------------------. 



·-· 



cd 
:t 



C'ii ::r: 

,.._ 

·-- 



~ ..c: ...... (U i:: 
] ........ 

0 eel 

~ § B 
'.2 cu ~- o: 

r.n 0.. I:: ccj ...... 
bl) ct! 0 .§ 4-1 ........ eo 
i:: (U Q) ~ v c,j -~ (/J 

E-< >, -0 Cil ::r: 

- 



!II~ 





.... : · .. :;~·~ti\L"l · 

ii~ 
- 

----------------------------------- --~-- .. ' ...... 





--- 



---- ----- ·--------------------------. 



\ 

··- 



.. ,_:; ~.:\?·:}::! 

,, 



·- (/'J ..... cu (/'J 
tn ~ ..... ::i ca 'O e o ..... 1-, 

..,l 0.. 
0.. d.) o~ 

(/J . ... 
(/J 
0 
Q 

rn .... 
(/J 
0 

Q 

(/J ·- rn 
0 
Q 

(/J . ... 
(/J 
0 
Q 



..r:: 
(l,) a ~ - 0 

§ ;j .... ~ _...., r/) 
cd (lj r/) .!:d ..... rJ) ~ (1j 0.. ' as 3 .~ (1j i:: ....,,.9 b.O 1-, 

(l) (l) ~ §·8 _...., rJJ :.a !il :r:: "O 0.. 

(/J r/) 0 ....._ _...., (/) 1-. 1-. !,..., 1--1 ro ~ O r/) .... ..... 
(l) 0 0 0 co I-< ,;!) • ....... •1""4 0 i:: ...... ~ ~ ~ E 3 1--1 ,;!) 

:::::> 0 ..... .0 0 ~ 0 ...:l !il !il !il (l) (l) 8 !il 0.. p... 
!il 

::l ca ....... ....... 
~. (lj (lj c:: '@ ~ (l) 1-, i:: i:: i:: i:: ca ·- 0 0 cu 0 cu (lj ..... i:: ro .... 

~ 
. .... !,..., . .... I-< i:: to rn r/) I-< i:: o ro ro 0 cd 11.) 

~ 
!,..., 

(l) I-< I-< '"' 0... I-< .0 (l) 

8 01 11.) ..... (l) ctl 11) s C""' S..... z o...~ 0... - 0.. § ,.q ...... (l) (l) & (l) ...... ..... i:: a: 
~ 

o ...... 0 0 o, cd i:: .0 ..... 
'ci) ~ c:: eo <I) . ... (lj .... . .... . .... .,... 1-. ..... ca ...... (/J (/) rn ro rtJ (l) (/) h O'.l i:: .9 'O ro (lj CU 1--1 ctl 'O cu (!j ..... 

0 cu ~@ _...., 
~~ -~ I-; -~...C:: ..... r:n .... .... r/) ~- ~ ....... eo ....... ::::: 0 ::::: eo (lj ....... ..... 'ci) "Cl ..... .0 .... ~ So (/J i:: ~~ 
r/) ...... r/)~ (/J i:: ~ fili cd (l) ro ca &~ cd (l) (lj <l) .... b.O .0 (r.. 0.. (r.. ...... (r.. p... (r.. 0:: (r.. 0.. ..... bl) r.tJ s:: r:n i:: &:::::> 01 (") '¢ 11') ID ["- 00 & :::::> 

~ t ~ t 0 0 
0.. co :::::> §- ca :::::> cd eo ....._ c:, eo ....._ o (lj ] ~....._~3 ~ --.o 

o~si:: o'@ SC:: 
0... i:: ~ 'c 0 0.. ~ ..... 0 s !,..., (l) t s C:: h 

0 .s 2 j a .slljS!i: t ~ (l) (l) :::::> (l) (l) <l) :::::> 
0.. 0.. ~ 0.. 0.. 

_... 

~ 
i:: 

~ 
::> 
~ 6 E <l) 

t""' ....... 11) 

~~ 
C""' 
-+-' ..... 

c:: c:: .0 
o5 ::J 

..... ca 
01 (") 

·--· 



~--~ 0 ~ 0 
0. c 0. e i.. s 0 0 0 ...... .µ ...... 
V 1U O 
~ 0... ~ 

cd ro 3 :r: ..... B (/J ~ § 'U ::> 0 8 CZl ;:j §.s a c: :E ~ 
eo < 0... < al 

eo e a c eo c: c: ]& @ @ co i:: cd cd 
.0 'U ..c: .µ cd i~~ s~ s "'~ :::1 ~ » 

~ ro ~ v cd s:: cd ~ cd ~ ;:j 
tlO §8 i:: s ~ ~ ~ i::] c: E '"" c: s::: 1-, 

11) 11) v &::> ~ v v v v cd 6: 0... t""' 0... c, 0... :r: 0.. "'d 
I.I') I.O ..-i (.'ii 

'3 ::r: '3 
"O ::> ~ 'o a: ;:) 
6: < .s 

~ i:: § eo cd 
cd ~'5~ cd,.s;;: ..... fl) 

~;:1 ~ » ftaj aG»a§::c 
·i:: s ~ ~ e § 
0 <1.> V <( 

0... 0... 0... ::r: - "O 
'q" 



l{) 

- :.,""r i·.•:,·;, 

r:i~:~rl:~1~ 

·-· ··r ". \," 

...... 
(/J 

m, ·c: ..... 

en .c: c g ..... Q) 

t'il s ~ ....... 
0 B ·en~ ro '3 a ~] ~~3:2- ~- .3 +-' ...... '""".') ,:/) c, c ro ·c: o i:: ....... M ro O M i:l ;:J C:: .,.I - 

!-. @ .9 ·c: +-' ~ § B Q) 
~ i,..,,...Q)Q) ...... f.f'J 

"O 0.. "O 0.. f-, >. "O µ:::) 

+-' +-I +-I +-I +-I ..... ..... ...... . ..... . ..... cd cd ro ro c:: c c:: c:: c:: ::> ::> ;:J ::> ::> ::r: ::r: ::r: ::r: 



..... 
Cl) 
ro 
M ...... 
!-. ...... 

.µ ..... 
~ 

;::) 

..... 
rJ'J 
{tj 
M ..... 
!-. ...... 

...... 
Cll 

~ ..... 
!-. ...... 

0 co 

·:\.·., 

!I 
i~·;~lfa~l \D 

II 
.::{i;};-::.; 

··:··.·, ~·· . 



- 



...... 
rJ'J 

~ 
0 c: ..... 

w ..c g Q ...... 11) - B ...... ~ ~ ] 0 (/) ca ;::l c:: 
~~cn-o1'.2 ctj 

,.!::d ..... 
0 s ...... '""':') r./) 0.. i:: cd~ ..... uc::, .... b.O cd O eo '"'c:Bs::: .... __. a§.~...... ~ c 11) o 

:::c 0:: . !:l l) 11.) cd .-;::! r/J 
'O 't:$0..b ;:,. 'O til 

c: c: 
11.> 11) 

I-< 1-, 
.µ tis 1-, cu 0 0 0.. 0.. ] ~ ,.!::d ;::l :I ~ ~ ,.0 

~ 
~ 

ro 
:::G ~ 

N 
00 



eo 

~ 
0 

Cl) ..... 
] 
~ 

b.O 
§ 
1-t 
0 

i 
0 

eo 

~ 
0 

b.O 

§ 
0 

·- ..... ...:i ~ c c:: ::c: U). 

~ ~ ..c:: f-< ..c:: <, ti} § §~ b.O ~ ............... .2 § ~ ~ +-' ed .... 0 ctl(J"J - ctl -0 -§ ..... ~ .oS ......... c, §t'd ~ 'O ~ '"g l'd § 0 S o·a E us a c o: 0.. - 0.. c, 
("I') c:: :::: .µ c... ti} +-I ro Ci:J Q)§cco~CllO.. Q) z (l.) c: - .µ- 1-tl-t o, c, & rn ~ O'.J & c, o :::a 

Q)~Q)ll.)CllQ)Q . :~u:il c, :::a ::> o::i :::a ....-I N Cf) ~ t{) \.0 



- i::o 
i::o 

ft <r.: ~ eo §2 § 
...... ft~ :::> f--, -c § O ft "@] 2 .µ g.~ 

:::> &o~ Cl). 8 rl') 
tj- ::l ...... 

!.'- 00 o, ~~ 

.... 
rl') § ...... 
OJ) .µ 
Q) 

Cl). & ~ 
tj- .µ Q .... .µ 
p., cd cd co Cl). rJJ .... Q rl') 

~ ~-~ @ ~ .~ ~ co ·ca ~ ..c:: ::l "O • 6b eo ~ ·_p "O O § 
c:: cu E coc::S.µ 
11.) .n Q) ......... Cl) 0 '"' 
c, ~ c, ~ ::g ~ & 
..--t 0l 

c:: 
cd ..c:: §j 

0.. v § m c, 
.µ ...... 

§ 8 § 8 Q) +-' 
ti, '"' Q) ...... Q) 

c, en e, 

0l 

eo 
§ 
0 



eo b£) b£) 

§ § § 
1-, I-< 1-, 
0 0 0 

en bl) bl) eo 
§ § § § 
I-< I-< 1-. 1--< 
0 0 0 0 

rl 

~ ..... ro] 
0. "d bl) ..... ...... ..... . .... S]2~ § § c 

(1j ..9roS] .µ .µ .µ 

& (l) Cl) Cl) en j v 
0.. 0.. ~ ;::) 0.. 

('ij ('ij 

~ ~ '"@ ..... Cf) ....., ..... ....., 
] Ii. d '"d "!" § ....... i:: 

('ij Ii. ('ij 0 
0.. 61 ('ij d ..... 

0.. "O (/) 0.. .r:: "O :5 2 c 0 ('ij ::E ..... i.. .... c c (/) ..c:: c :::> <I.) 
i:: ..... (1j ..... <I.) 

~ v co B I-. d 0. Q.) ..... 0 co v i:: co 'i3 § (l) <I.) 

i:: .0 ('ij 0. o::i c (1j 

~j~ @ ~ o::i o ..... 
('ij 0.. ~ cil .....'l ..... C rn 

rt) - (1j ] B ::E ..... 
'"d <, i:: ..c:: '"d <, c ~ (fJ 

(1j ~ ..... ('ij cd '"' ..... ~,.:::: § :3= (1j 
bl) 0 > co bl) ('ij > eo .µ ..... Q..) 

i::~oi:: s:1 .0 0 i:: §t rn 0.. o::i 
Q.)01-..Q) Q) Q..) '"' <I.) 

0.. 0.. ~ r' 0.. Cf) ~ r' o::i J5 rl N 

:{.1~':.!f {Ji~~~'~ 

_':;~~--~::·~~}(}.·.:;it 

; .··.- .. \,~ 

-_ . .',:·• •.. 

l!) 
C() 



eo 
~ 
H 
0 

:. ,· ". ,:··;'·'t:· .. : 

Jtt.;·-n.·- 

)[tf lj 

· . .___ 

1100 
\I: v;:,1;·,·i.,.,···M J \" 
··l<' 

I\ ;)~~t,! 



...!::,d 
0 
0.. 
El 
0 ..... 
11) 

:::i:: 

.... ...... s 

Cl) 

~ 
0 
0.. 
E 
0 ..... 
~ 

ti::1;~1~~; .z.1,,.,,1 .... ,,.;; 
.::~.;~l~f:~1.~} ·~·i. __ ···-,iV' 

:~/\\i) ,,- .. · .. ;..,.-.· 
~}: ';:.:-.:t\~··;/_: . 
. '··. .i; :' ~: ·. ·.,,._ 

··- 

,_. 



-r 

c:: § c: c: § § c:: q 
cd ct1 .µ .µ .µ .µ cd ed .... cd ..0 ..0 ..0 Q.) Q.) Q.) Q.) ..0 ..0 ..0 ..0 Q.) ..0 Q.) Q.) d) (/) (/) (/) (/) Q.) Q.) (I) Q.) rt) Q.) co co co -c < < < co co co co < co 

<, .......... 
..j..l .µ ro ] -.... 
~ .µ 

<, ......... aj .... ro .µ ed 

~ 
cd i <, 

§ cd a c ~ .µ ......... -a ~ cd .µ 
~ eo co co cd cd ·.p 

H ~ 1-, 
~ ::r: c ;::> cd cd cd '@ ~ t'(j cd (/) ..... < ro ..:,:: ~ E H "O cd >, s cd 1-, 

cd 1-, Q.) E-o ;::> :::1 ct1 rt) s cd co >, cd cd cd .µ z; b.O..:,:: .µ co 8 "d (/) 'O >, s 'O ..:,:: ..... "O cd Cl) cd cd 0::: c ;J c:: E cd 8 t'(j cd 'O ~ cd .... d) cd 0.. 8 cd 0.. lil ;::> c co Q.) 8 co d) "O Q.) 0.. "O Q.) ..:,:: ~ ~~s 0.. cd ..:,:: ro cd ..:,:: a. cd "d cd Q.) ..... lil 
~ 

0.. c: <; 'O a. c: ~ ~ ::i § cu ] ro .µ 0.. Q.) ct1 al Q.) c '@ ..:,:: cd a. ~ cd § - a. -a a. ..... z ..:,:: Q.) ~ 8 d) '@ 'O cd ] i:: ...c ..:,:: Q) ] ~ 
-< ril '@ @ cd cd a ..:,:: ~ (l) 
;:::) c:: 

~ E § "O c: c:: ..:,:: H ] >, c E-< (/) cd ,.q Q.) cd ~ 
Q.) en o (/) (/) (/) H eo z Z·""' cd ..:,:: ct1 ..... ...c cd ..:,:: . .... (l) c: <:t: '@ c, (/) 8 ,.q 1-, 'O E ,.q 1-, 'O (/) 

(l) cd Q.) ..... cd ril cd'Oq~ cd Cl) ..:,:: 1-, cd so ..:,:: 'O >, ·- cd I.. ..... .a Q) r;,:j H . .... a z >..C::ov "O Q.) 'O rn "O Q..) 'O ~ CIJ 

~ §~Zo cd 
Cl) c:: ..... 

cd (/) 
~ c: B 2 ..... ..:,:: "d ..... 

"O .a ;j a. "O .a ;::, c:: ;::> • .... tl.O ct1 c:: ] B ..:,:: Q.) ..:,:: ::i c: 
....:l j ~ ~ cd c:: i .a ~ a i:: § ·a 
c:x: M al ~·rn B § ::i c:: s:: ;:J 

~ 
....:l s:: cd i:: b.(l 

~ § s:: ;::l a i:: c: c:: i:: cd a ..:,:: ::1 ..... ~ ::1 . .... cd O Q.) Q.) 

~ 
@ 

~ 
..r:: I-< c:: 00 Cil ·cn P.. co co q c:: i:: c:: CIJ ..... .a co 0... ..... Sn '":) cu .... 

~ i:: 
'":) cd 

cd i:: c: s:: (/) I-< rn ....:l c:: z 1-,cdro'cd 11.) 11.) c: i:: (I) 
Q.) § § § cd Q.) ............. rt) 

::21 § ro ..... rt) § cd c:: ril c:x: ..... cd . ..... ::21 ;J 0.Hl-,1-, "O "d "O co ;J "O ;J cd Cl O Q..) Q.) Q.) i:: co ..J .a ..:,:: ..0 ..0 ..0 ..:,:: 
cd cd 

..... ..:,:: ..:,:: §..:,:: c:: ..:,:: ·o-4~ .a~ z c:: 8 8 8 ;j § (/) .a 'OB (/) ;:! § ~ 
..... 

co B 
~ 

0Q.)d.)Q.) .µ 'O "d rt) cd .... c: .... i:: "d ..... c:: § E 'O c:: .~ c:: z 0... 0... p., § s ..... ~ co ::1 c:: ;::l tl.O 
1-. ::::, tl.O Q.) I-< Q.) ..... z tl.O tl.O tl.O ..... b.(l ..... ..0 b.(l b.(l I-< .µ Q.) § ~,.o c:: ..0 < § § § § ~ 

cu p., § § ~ i::~ 8 c c:: Q.) 
(/) '@ .µ ca s .g 8 

~ 
cd 8 

~ I.. 1-, 1-, 1-. § 'O 
~ § i:: H ct! .$ cd a& cdroroco 1-. cd Q.) '@ (I) ct1 :s d) ~ E-o ~ Q) - c,'@ cd - ril ril ril ril E-o c, '":) co 0... cu '"j cd ril ~ § 0... cd cd 'O as 'O ro "d Cil ro ro ro cd Ci! cd 1-, Ci! cd cd .~..:,:: cd 

0... '""".'l·""".'l·'""'.'l· . '""'.') co: '""".'l ct1 '""".'l cd '""".'l cd '""".'l m '""".'I cd '""".'I aj .""".'l r;,:j • """.'l ::i § § § § § § (/) §'O § 'O §"O § .a §"O i:: 'O § 'O c:: "d § .µ E-o f""-1 ~,............ --4 - ..... cd ..... 8 -8 ..... 8 - c:: -8 ~ 8 -8 Jg 8 - i:: ...... Q..) Q) Q.) Q.) Q.) Q.) 11.) (1,) Q.) II) (l) (l) (I) Q.) Q.) Q.) Q.) Q.) (1,) Q..) 11.) Q.) as 
~ O'.l co ril co co d5 s co 0.. co 0... co 0... P'.l ,.a co 0... ril 0... ril 0... ril 0... ril ril 
0::: 
lil Q'\ ,-q:,:i M - N (") '1" L{) - N M ,:;t- ..-( N f... r-iMMM N ..-( ........ - - N N N N - - z NNNN - ..-(. - - - - - - ..-( M ('I') 

;::> ---- \0 \0 \0 \.0 \0 \0 \.0 \.0 \.0 I.O I.O 
NNNN N N N N N N N N N N N ~ L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) < 

....:l § 
~ 

tl.O 

§ i:: c:: 
61 ......... ca 

cd tl.O b.(l ~ >, 
Q cd - i:: c c §·.p~ tl.O cd :l @ c co:~ § cd 

H "d ».c .µ < 0 cd Q..) ...c •o-4 as i:: r/) c, cd Q.) i:: 0... 
b.(l ~ m >, .µ ..... a ct: 61 S:: ~ I-< ..C: c § 1-, 0: ......... § c::ros~ N Q.) Q.) ......... s:: 

0... "d a. rn ..... ro ..... a o 
cd U) P'.l § -~ ~ c:: cd Q.) i:: ~ 0 I.. cd ....:i ..:i:: 0... § cd cd p., .-:::: ......... ·c: ~ § co :-;::: tl.O "d.,..ccd c:~ s::~ 

cd =-= cd s:: cu ..... as 
(I) fJ) .a § ..0 i:: C::~..o 61 ::1 =-= ::::, cd ,:;t- ..0 ..... cd ::1 .µ 8 ~ s:: ~ ...c "d cu..c::8§ .µ8.µ .... 

cd c:: Q.) c:: Q.) 
Q.) Q.) cd 11,.) v ~~&o:i cu s cd -~ 6 0.. co P'.l en ci::: c, P'.l ril 'O 1-, 

0 ..-tNM ,::t L{) ,:;t- L{) \0 Cz... 

..... ..... ....... ..... ..... 





- N - ~ 
N 
lf) 

lf) 
.--I - ~ 
N 
lf) 

rr~ 
Effj 
(}:;{( 
''.;\.t~t;:; 

t~~~~i: 
:1!.:f{Jt1 

'.~\~ 
'~('' 

('t) 

::$)i- 

!t 
li 
{;(t? 
?\:,~.£~' 
(:f111 
~,:;_'~./--·;?t 
_:~::.·.:.;_··) 

.-·.:- ·-~:. ·~; 

}·1ifJ 
")::j~}.:~ 

;.;;j;~ 
i;·:~',,::_:-., 
(. t~1~· ·.! 

:-:~_·;;t) 
' . :..~ ·-·i' 

>:.,~y} 

i!l 

0 
O'I 

,,, ,· 
; ;- ;; 



1!!~ 
i:: 

~ 
i:: ~ B 8 ti! 

] es B ti! 'U 
.!id ....... s {i c:: -§ c: eo d ro Q..) Q..) Q..) § ;:1 'O 0... ~1}~ I-. ..0 ..0 ...... (l) eo <I) ;:::! d ..c: .µ (/) § i:: (/) 

~ 
co s ti! ..... ..... 

~ b.O 'U co 'U 
E b.O c ~ d - ;::l ~ - c .... l1)itf, ~ ctS ro ·c: 1-t @ co ;::l 'U ~ B "C c <I) 

I' >r:: ;:::! .µ ::s (l) ti! s >, 
d Q ,!:) '"J tn ~ " .µ ..c: &: co tii?if~ ;:::! 

~ 
c ;:::! § B Q.) JS c ~ i:: c .µ .0 § c: ti! 

i~ Q) ..... Q s .... ca 'U § C1J fl) ..... c: 1-, .o H 'U ] IL) Q.) C'J e 11.) .... B § s s rn s 7d ~ cd c P.. c: (l) 'U c (I.) co C1J (l) - 0... C'J 0... !-. ·c: rn .!:i:: 'r: -~~-, I __ ; j co cd ..c: m (l) ~.-:/·.:-::i 'U 'U co ..... 
i:: cu a i:: Q ~ i:: ..c: I-< co " cd i:: ro 11) § ::;g ~ ro C'J B ctS "C B ..c: !-. .µ Cl ti! - 0... ] 11) co § eo c .µ ro co ........ ..c: i:: cd i:: '") .cd Q ro ro ro ;:::! m .... <l.) H '-< ;:::! (/) ..c: ll) .µ 'U cu i:: .... 

0.. c Q..) ~ s ~ 
rn cd Cl C'J ~ Q) 'U .... 

CJ ti.) .µ 
i:: ::;g !-. 

~ & s c:: Q) 'U .!:i:: 

l]il{i ·c ~ 0... s § ~ b.O <1.) ;::l 
<1.) & -<, c: 0... .µ 

8 'U ..... ed .... .µ i:: ...... c 
~ ti! 'U ti! t'd Q) cd .µ ;:::! ~r;: (I) ;:::! ...... cd ;:::1 .!:i:: P.. ;::l 

~ f~fr.1 
0... c:: rtJ .µ eo rtJ cd C'd (I) (I) cd <I.) !-. .!:i:: <, 0.. rtJ ] c rtJ t .!:i:: B !-. >, .µ (l) B co i:: If~, cd .!:i:: eo P.. c ~ c .!:i:: ::l ro ~ b.O cd c: ..... co c::: >, c:: s ::l (l) ti! ti! ~! !-. .µ (ij ::l .c ...J t i:: ;::l to ...., ro ~ ;:::l ed c: ::l cu ..c: s § c ..ca,., .. C'? s ;::l 'U ti! ro ti! :'.~;~~ ti! ..r:: ~ .!:i:: ro .µ cd ..0 "C B s aj B m ..c: 0.. c:: 7d (I) ('J 

'U cd B ] ...... ..0 0.. ,..., 
!-.. 'd i:: ro i:: c cd .µ c (l) i:: ] ti! ~.,, ·i:: (I.) P.. c c s i@I' 'U ..0 c: (I.) 

.... Q) cd c::: ..c: .s m cd (l) aj !-. ,!:) co II) cd ] 0. E: .0 ~ ll.) .0 .!:i:: 0... I-, 
~ b.O Iij1t1 ] & § (I.) § E: E: Q..) 

~ 
(I) § .0 (I) ..0 

j ro (l) ..c: c: ....... ~ 0... ro i:: !-. Q 'U ti! a 

ii 
cd § 7d (l) i:: 

~ 
i:: "C ..c: .s ..... t'd § (/) 

~ 
(l) <l.) m B 

.µ ro "d cu ..... 0.. ti.) ..c: 
~ 

ti! !-.. 
;:::1 .!:i:: 'U § ci;j .... .!:i:: (l) .µ i:: Cl § ti! § (/') ...... -; Q) .!:i:: i:: 'U 1-, 1-, 11.) ..... a "O ;:::l m ....... 

~ s (l) "O "C I-< ~ 1-, Cll co (l) 
i:: 1-, c .µ (l) c::: B ed ..... cd ~ ro 11.) (l) i:: ro s (L) 

::l Q 11.) ci;j 11) 0... "O ti! P.. B ti! Q 0. ;:::l '[ 'U c::: - .. , -~ (l) -..... ;:::! Q) };:'. i:~-;; .!:i:: ..c: i:: i:: "[ @ i 0... 
~ 

~ b.O B as ........ ......... i:: ... ,,.,. .s crj ;:::l 3 (l) ~ ed 

:;-;i'.1~ 
- b.O b.O co +-l >, & c:: 11.) ....... c c co ti! ed i:: i:: c Q) c:: ;J co qj co (U ..... 

~ -~ i ·c: II) i:: 'U I-, ...... Q c .µ 
··~-~l\} c .µ <I) "C c ...... ·c: co ti! i j ed ..... ti! s ~ 

('ij Q) 
,..., '"') .µ .µ .:.,t{::>: r/'J .µ ...... qj (1j a:! 11) c,j & .s ~ s ..... § () ctS ::;g ti! c: § i:: () ~Ii ~ () ed u <I) cd i:: t'd c c: u ed c 0... u "O Q) s cd co Q) i:: (l) O:'.l .... s ta B b.O ...... ..... 

Q..) - Q . .... "C :a eel s ,..., Cl @ s +,J (/') (/) co i:: § 'U eel 
~ ~ 

ro 
~ P.. cd i~r;t .!:i:: cd § ~ "O .!:i:: ..... .!:i:: "C ~ a.> m cd t::: ::l cd § B -~ B ti! 0.. ~ a m cd H b.O ~ c ..... 0. ........_ 

b.O ....., .µ cd c:: i:: :ii cd c 1-, ~ i:: ~ 
Q.) cd § § .!:i:: 7d ::l ~ cd ;:::! ;:J ~ § ;:J .!:i:: @ ;::! B cd 

Cl} "O cd c ~ 
~ 

1-, c ci;j Q.) ] E ctS ....... fil ~ a ..c: ~ i:: Q) El !-. cd 0.... ~ 0... 0 ..0 '") cd co <I) -a ......... 
~ 

.!:i:: (/J I-, .!:i:: co : ~i ·.':·~,-; ti! ro .......... ro cu qj b.O cd ..c: ~ v cd qj ·,;_, ~.-t:~ .. ci;j 

il ·~ c "O ·ai i:: "tl § ·~ c c,j ::1 (/') ·e i:: s 
~ 

..... 
~ 

ed cd SJJ cd (,1j 
~ 

I-. ...... Cl cd 6b cd v ..... P.. ....... P.. "O - r/'J c: - ~ II) ..... Q) cd Q.) ..... (l) 5b (l) ·- . .... (I.) .!:i:: Q) ..... co Q .!:i:: Cl) i:o Q .!:i:: p:) Cl "O .D 3 m Cl "O 
c 
::I 
b.O 
i:: 

N (") 7 
~ - N N N - N - - - O'.) M I.O I.O I.O I.O N N N aj N Lf) lt) Lf) 'i:i Lf) 

. ·: cd .. .. - : .... :·:.;:-'-?: a.> ,··;::::~\~/ co 
-...:::. :, ;.:·~---," 

:!if;} - C'? 

·- 



] .... 
cd s ro 
2 
(I) 

8 
§ 

'O .... 
rt) 

::r: 

·s.o 

~ 

c: 
(I) 

z 

s 

....... 

...... 

~ 

cd 

(:i:) 

0.. 

~ 

cd 

~ 

-c 

O'i 
z - ~ 0 -· :::> N 
f-, ~ z 
~ 

z 
~ 

rt) 

z ....... 

cd 

z 

...... 

~ ~ 

...... cd 
rt) .... 

N < ~ 

cd "d 

0\ 
...... 

.a 

0 (:i:) 

I 
~ 

0.. 

cu > 

z 

(I) I-< 

z < 

c: ..8 

...... 

(lj 

~ 
~ 

cd 

~ 

"Cl § 

z 

c: 

~ z 

cd 8 

o: (:i:) 

g .... 

~ ~ 

m 
....... eo 

:5 ~ 

c: cu 
(lj .0 

(:i:) 

s <I) 

0.. 

<1) 
(/) 

z 

0.. s 

~ 

i:: 0 

_,... 

as o 

~ 

~ 0 

~ ~ 

:5 

('ii - 
o: 

Q.) 

~ 

s 

....... 

8 ~ 

~ 
~ 

cd 0 - ..... 
(lj > 

~ 

"Cl <1) 

...... c: 
(lj 0 
(/'J E 
6. ...:.... ...... 

....... cu 
"Cl s 
§ (1.) 

§ !-< 
bi) 'O 
0 ..... g 0.. 

0 

.D (lj 
a:! § 

.µ 

~ 

m 

C) 

6 

"@! c: 
Cl) 

H 

c I-< 

& 
i & 

0 .... 
(lj ....... 
c P:i 
(I) JJ 0.. 


